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Menimhang 

Mengingat 

DENGAN RAHMr'\T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEIVlARANG, 

a . habwa dala.111 rangka meningkatkan pen-m Lembaga Gem kan 
Nasional Orang Tua Asuh (LGN OTA) I{abupa.ten Semarang 
dalain mewujndkan sumber daya manusia berkualitas guna 
mendukung pcngem.hangan. potensi anak agax menjadi 
manusir1 yang be1iman dan bertaqw·a kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, hcrakhlak mulia, sehat, bcrilmu, cakap, kreati(, 
mandiri, merniliki pengetahuan clan ketrampilan, sehat 
jasn1ani clan rohani, n1aka pedu did'u.kung dengan banturu1 
dana oleh Pemerintah Oaerah ; 

b. bahwa untuk mendukung p erm1 Lembaga Gerakan NasioaJ 
Orang Tua Asuh (LGN-OTA) sebagaima.na di.Jnaksud dalaiu 
huruf a, Pemerintah Daerah me1uberikan ban.tuar1 sosial 
kepada organisasi sosial kernasyarakatan ben1pa bantuan 
operasio.nal u.ntuk Lernbaga Gera.lcan Nasional Orang Tua 
Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semararrg ;. 

c. bahwa agar pemberian b a ntuan sosial sebagaimana 
clirnaksud dala111 huruf b dapat bnjalan efektif, dis ien, tepat 
sasaran da11 dapat dipe1tanggungjawabkan, maka. per1u 
disusun Pcdoman Pcmhcrian. Bantuan Sosial climaksud. 

d. bahwa berclasarkan pertimbm1gan sebagaimana dimaksud 
dalrun huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Semarang ; 

1. Undang-Undang Noruor 13 Tahun 1950 tent.ang 
Pembentukm1 Di::ierah-claerah Kabupaten Dalarn L:ingkungan 
Propi.J.1.si Jmva Tengah; 

2. Undang-Undang Nornor 67 Tab.un 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja SaJ.atiga Dan Daerah 
Swa.ntantra Tiugkat II Semarang (Lemba:ran Negara .Rcpublik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118., Tarnbaban Lemlrnran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ; 

3. Undang- .... . .. .... . . ·-
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten.tang 
Perhndungan Anak (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109 ,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang .r-'.omor 17 Tahun 2003 tenta11g Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. UndaJ.1.g-Undm1.g Nomor 20 Taln.111. 2003 ten.tang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negaia Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

6 . Undang-Undang Nomo1· 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan. Negara ( Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republ:ik Indonesia Nomor 4355) ; 

tentang 
Republik 

Lembaran 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , 
Tam.bah.an Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) ; 

8. Undang-Undan.g Nomor 15 Tahun 2004 tentm1.g Pem.eriksaan 
clan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negai-a 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 
66, Tambahai1 Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4400 ) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambal1an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab. 
bebcrapa kali diubah terakhir clengan Undang-Undang 
Norn.or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At.as 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem.erintahcu1 Daerah (Lem.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomm· 54, Trunbah.ru.1. Lembru.-ru:i Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
PemerintahaJ.1. Daerah (LembaJ.-an NegaJ.-a Rt;puhlik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahai1 Lelll.bai-an Negara 
Republik Indonesia Norum· 4438); 

11. Pcraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten.tang 
Perluasan Kotamadya Daerah Th1gkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahru1 1976 
Nomor 25, Tambal1arL Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079) ; 

12. PeraturaJ.1. Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Bat.as Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Selatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Repl.1blik Indonesia Tahun 1992 
Nom.or 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500) ; 

13 . Pe.r2.t1n·m.1. ............... . 
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13. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolac'U1. Keuan.gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

14. Perattffru1 Pemerir1tah Norn.or 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pemba11tuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4816 ) ; 

15. Peraturau Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 59 
Tahun 2007 tentang Penlbaha11 Atas Peraturan Mente1i 
Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupatcn Semarai-1.g Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daeral1 Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sema1·a11g 
Non.1or 13) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semm·aJ]_g Nomor 17 Tahtu1 
2008 teutang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sem.aran.g Tahun 2008 Nomor 
17, Tambal1an Lembaran Daeral1 Kabupaten Semarang Nomm.· 
15) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 
tentru1.g Anggaran Pendapatan dan Belru.1ja Dae.rah Kabupaten 
Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang TaJ1un 2009 Nomor 8); 

19. Peraturan Dae.rah Kahupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Kabupaten Semara11.g . TaJiun Angga:r~1 2010 (Lembara.n 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 20IO No:rp.or 7); 

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 teritang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101 );. 

21 Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 'l'ahun 2010 tentan.g 
Pedo:man Pelaksa11aan Anggaran Pendapatan clan 
BelanjaDaerah Kabnpaten Semarang Tahu.ii Anggarnn 2010 
(Bcrita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1 ) 
sebagafoiana telah diubah dengan Peraturan Bupati SemaTang 
Nomor 25 Tahun 2010 tentang · Perubaha11 Atas Peraturan 
Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 · tent:c·u1g Pedoman 
Pelaksanaa11- Anggara.11 Pendapatai.1. dan Belanja Dae.rah 
Kabupaten Semarang Tal1un Anggm·an 2010 (Belita Daerah 
Kabupate.n Semarang Tahu.n 2010 nomor 25); 

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Belita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67); 

MEMUTUSKAN : 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERA:TURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 
ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN 
OPERASIONAL UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL 
ORANG TUA ASUH ( LGN-OTA ) KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN ANGGARAN 2010 

-1-

\ 
.i 

Pasal 1 

Pedoman pemberian Bantuan Operasional untuk sosial kepada Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional untuk Lembaga 
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN - OTA) Kabupaten Semarang 
Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lamp:iran Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaJ.1_ 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Semarang 

pengundangan 
Serita Daerah 

Diteta.pkan di Ungaran 
pada tanggal .Po ~ /o - ~o/o 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 21 - 10 - 2010 

EKRETARIS DAERAH 
EN SEMARANG 

Pendapatan dan 
uangan Daerah 

,., "'-.. ~ 



Lampiran Pera turan Bupati Semarang 
Nomor 69 7,g,{Cl'/7 ,J;oro 

Tanggal ~6 -10 - cfl~ro 

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA 
ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BERUPA BANTUAN OPERASIONAL 

UNTUK LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH ( LGN-OTA) 
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010 

1. PENDAHULUAN 

A. Latar belak:a1.1g 

Prioritas dalam Garis-garis Besar Haluai1. negara (GBHN) ac.lalah 
peningkatan kualitas sumber claya manusia, din1ana manusia Indonesia 
sebagai titik pusat pembangunan, modal dasar yang rnenjadi faktor 
dominan dan sasaran utama pemhangunan. 
Pembangunan sumber daya n1a.11usia adalah peningkatan mutu 
kehidupan secara berkesinambungan dengan menciptakan in.dividu 
manusia Indonesia seutuhuya yang dapat mengembangkan potensinya 
secara maksimal. 

Hasil Keputusan. Ra.pat Ke1ja Daerah (Rakerda) Lembaga Gerakan 
Nasional Orang Tua Asu.h (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah telah 
meletakkan landasan restrukturisasi Lembaga Gerakan Nasional Orang 
Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Jawa Tengah dan Kahupaten/ Kota se Jawa 
Tengah tentang status Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN­
OTA) dari Cabang Yayasan rnenjadi organisasi sosial kemasyarakatan 

Da1am rangka mewujudkan peningkatan pe:ran Lembaga GerakmJ 
Nasional Orang Tua Asuh (LON-OTA) Kabupaten Semarru:ig diperlukan 
clukungan dari Pemeri:ntah Daerab. dengan mengalokasikan anggaran 
dalam bentuk bantuan yang dipcruntukkan kepada Lembaga Gerakan 
Nasional Orang Tua Asuh {LGN-OTA) Kabupaten Semarang sebagai 
organisasi sosial kemasyarakatan yang herupaya ikut berperan. serta 
dalam mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan. 

Seh.ubungan dengan hal tersebut diat.as, Peme1intah Daeral1 
Kabupaten Semarang membe1ikan bantuan sosial kepacla orga.nisasi 
sosial kemasyarakatan berupa ban.tuan operasional un.t.uk Lembaga 
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN- OTAj Kabupaten Semarang 
Taln111 Anggaran 2010. 
Agar pelaksm1aan pembe1ian bantum1 tersebt dapat tepat sasaran clan 
dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya. 

B. Maksud clan tujuan 

Maksud dan tujuan pembe1ian hantuan in_i adalah sebagai herikut: 
1. Mem.bcrikan doronga11 clan d ukungan tcrhadap organisasi sosial 

kemasyarakata11 yaitu Lembaga C.krakan Nasional Orang 'fua Asuh 
(LGN--OTA) Kabupaten Scmaxang agar dapat berperan ::.,erta d alam 
peningkatan. Sumber Dava Mm1usia ; 

2. Mengembangktu1. clan mcninglrntka.n. potcnsi, sumber daya 
masyarakat. untuk menunjang pemerataaD kesempat.m1 pendidikan 
dai-:1 peningkatan kualitas anak bangsa 
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II. SASARAN 

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Lembaga Gerakan Nasional Orang 
Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang 

HI. KRITERIA BANTUAN 

A. Jenis Belanja Bantuan 
Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan sosial kepada organisasi sosia1 
kemasyarakatan berupa bantuan operasionaJ untuk Lembaga Gerakan 
Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang TaJnm 
Anggaran 2010 

B. Bentuk Bantuan 
Bantuan diberikan. dalam. bentuk uang sebesaf Rp. 25.000.000,­
(duapuluh lima juta 1upiah) yang selan.jutrfya digunakan nntuk 
mendukung operasional Lembaga Gernkan Nasional Orang Tua Asuh 
(LGN-OTA) Kabupaten Semarang Tahun 2010 dalam ra:ngka 
meningkatkan, mendukung dan 1nemotivasi peran orang tua asuh dalam. 
upaya men1berikan kesempatan wajib belajar penclidikan dasar sembilan 
tahun kepada anak asuh 

C. Penerima clan Besaran Bantuan 
Pene1ima dan Besaran Bantuan Sosial kepada organ1sas1 sosial 
kemasyarakatan berupa bantuan operasional untuk Lemhaga Gerakan 
Nasisonal Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Seruar&1g talum 
Anggaran 2010 ditetapkan lebih ]anjut dala1-n Keputusan Bupati 
Semarang 

D. Penggunaan Bantuan 
Bantuan sosial dipergunakan. untuk biaya operasiona1 Lembaga Gerakan 
Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA} Kabupaten Semarang 

i IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN 
Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan. maka Lembaga Gerakan 
nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang harus 
mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Sekretriat Daerah Kabupatcn Semarang dan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
A. Proposal diajukan clala.m tahun bersangkutan 
B. Membuka rekening at.as nama lembaga 

V. MEKANISME. ... 

L 



3 

V.MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN 

A. Tata Cara Pengajuan Ba:ntuan 

Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten 
Semat·ang mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati 
Semarang melalui Bagian Kesejahteraa.n Rakyat Sekretariat Daeral1 
Kabupaten Semarang dengan melampirkan: 
1. Keputusan mengenai Kepengun1sat1 Lembaga Gerakan nasional Orang 

Tua Asuh (LGN-OT A) Kabupaten Sem.aran.g ; 
2. Rencana Anggaran Bia.ya (RAB) ; 
3. Laporan pelaksanaan kegiatar1 dari Lembaga Gerakan Nasional Orang 

Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang 

B. Tata Cara Penyeleksian Pener:una Ba.1.1.turn.1. 
Proses seleksi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraa:n Rakyat Sekretar:iat 
Daerah Kabupaten Semarang d.engan me1a1cukan veri.fikasi terhadap 
proposal permohonan bantuan. y.:mg diajukan oleh -Lembaga Gerakan 
Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) I{abupaten Semarang serta 
kelengkapan daii proposal yang chmaksud. 
Hasil verifikasi dipergunakan untuk p enilaim1 dm1 penetapan penerinrn 
bai1.tuan. 

C. Tata Cara Penetapm1 Penerima Bantuan 
1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap proposal diinaksud selanjutnya 

oleh Kepala Bagian Kesejal1teraan Ra kyat Sekerta.riat DacraJ-1 
Kabupaten Semarang dijadikan dasar untuk diusu]kan kepada Bupati 
sebagai pener.im.a hantuan 

2. Selcmjutnya Bupati Semarang 1nenetapkan Penerima clan Besa.ran 
bantuan dengan. Keputusan Bupati 

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan 
1. Bantuan dibe1ikan dengai1 mekanisme clisalurkan oleh Dinas 

Pendapat.c'1Il dan Pengelolaan Keuang:::u1 Daerah Kabupa ten Se1nan:mg 
atas usul bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupa ten 
Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank at:i.s n a rna 
Ketua/ Ketua clan Bendahara Lembaga Gerakan N sional Orang Tua 
Asuh (LON-OTA) Kahupaten Semarang ; 

2. Penerima bantum1 dapat m encairkan bantuan yang cliber.ikai1 melalui 
rekening bank atas nama l<:etua/ Retna cla n Bendah ara Lembaga 
Gerakan Nasional On.u1g Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semara ng 

E. Mekanis:me Pertanggungjwaban 
l. Paling lama dalam waktu 3 (tiga hulan ) setelab pemberian bantuan 

selesai dilaksanakan, Lcmbaga C'rerakan Na sional Orang Tua Asuh 
(LGN-OTA) Kabupaten Semarang selaku Penerima Bantuan 
menyerahkan Surat Pcrtanggungjawaba.11 (SI\J) E:.euangan ke Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeral:l Kabupaten Semarang 
melalui Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daeral1 Kabupaten 
Semarang 

2. Surat .... ... . . 
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2. Surat Pertanggungjav;,raba:n (SPJ) sebagaimana chmaksucl p~1da angk:::i 
1 me1iputi: 
a. rekap1tulasi penggunaan bm1111an ; 
b h · 11<+1· 1Je1·1-:,-g··u ·1,..1'"'" t ·1,111g· lY''lt' ' a..Il 1· cr1 1 '"' ·1 1ruib··•·i dcn g-' m c~ibubnhi , _ L .J. '-·· 5 .J.. l. .C.:..l.l.J. C... _ C-LL · '-'- k,r . · '- J''· .J.\. . ~- LL~ . . . . .., c_. _,,: . . . . 

materai dan di.l<enakan pajak sesua i clengan ketent1u:111 peraturan 
r) •• ·r ·, 11)(:l..,,nrr '11· ,..l ')110""11 '-"'l' a b e 1·1 ,·11r·L1 • r VA. ,_ . . _ c ".\ t, - ' • .L~J .. ._:. . . . -~.._,l_ .} C_. ., ,4. 6 • ~,•., ., I . :.. I. ~ 

c. dokumenrasi pelaksanaru1 kegiat.an 

V. PEN GAW ASAN DAN Sl\Nl(SJ 

A. Ptngmvm;a1t 

1. Pc .,rgavva:san dilc1kukan dengm1 1nengg1uu1:ka11 si~1tem: 
a . pengawasan melekat, ya-itu pengawasan olel.1 aparat secara 

vcrtikal yang rnc:mpunyai tugas clan tm1.ggung jmvah lll.cngaclaka n 
p embinaan clan pemantauan 

b . pcngawasan fungsional yaitu p cngawasan. yang dilakukan 
lnspektorat Kabupaten Sema:ra.r1g 

2. Pengend.alia:n, m onitor ing cla11 evaluasi 
Pen erirna bantuan wajib melaporka n kegiatan yang berkaitan deng::nt 
\..ie1aka11 Nasional Orang Tua Asuh d.i Kabupaten Sem1:u-ar1g yang 
mencakup out come operasional lembaga be1upa data orang tua asuh 
maupun ru1ak asuh di Kabupaten Semarang kepada Bupati Semarang 
melalui Bagian Kesejahtera2n Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten 
Stmm.-aug 

8 . Sanksi 

Apabila terbukti te1jadi penyimpangan !:cltau penya1ahgunaan dalam 
:pemberian, penerimaan clan pengg1uiaa11 bantuan yang diatur dalrun 
Petunjuk Teknis ini akan dil<:enakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
perat.uran perundang- undangan ym1g berlaku 

VI. PENUTUP 

Petunjuk Teknis Pedoman Pembelian Bantum1 Sosial kepada Organisasi 
Sosi:.tl Kemasyarakata:n berupa Bantnan Ope rasional untuk Lembaga 
Gerakau Na~ional Orang Tua Asu11 (LON-OTA) Kahupaten Seu1EUT·u1g TaJHm 
Anggaran 2010 digunakan sebagai acnan cl an peclotnan dafom pemberian 
bantuan a.gar dicapai h.asil kegiatan yang d:i11cu-apkan sesuai. dengaxi 
Ketentuan Peraturan Pen1ndang-undangan yang berlaku. 

·-~ 

~ANC, 


